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Perihal	: Usulan Revisi Anggaran Antar Satker
(Belanja Sewa Rumah Dinas Hakim)
                 

Yth.	
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Sumatera Barat
          
        
1. Dasar Hukum
a. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; 
b. DIPA Petikan Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Agama Revisi Ke-5 Nomor SP DIPA-005.01.2.401900/2024 tanggal 12 Juli 2024 kode digital stamp DS: 3240-5072-8250-3683;
c. DIPA Petikan Satuan Kerja Pengadilan Agama Solok Revisi Ke-4 Nomor SP DIPA-005.01.2.401922/2024 tanggal 2 Juli 2024 kode digital stamp DS: 0518-7477-7075-0588;
d. DIPA Petikan Satuan Kerja Pengadilan Agama Sawahlunto Revisi Ke-7 Nomor SP DIPA-005.01.2.401931/2024 tanggal 10 Juli 2024 kode digital stamp DS: 5810-0507-7575-0776;
e. DIPA Petikan Satuan Kerja Pengadilan Agama Pulau Punjung Revisi Ke 3 Nomor SP DIPA-005.01.2.401936/2024 tanggal 5 Juli 2024 kode digital stamp DS: 6174-4667-5797-9603;
f. DIPA Petikan Satuan Kerja Pengadilan Agama Batusangkar Revisi Ke-5 Nomor SP DIPA-005.01.2.401947/2024 tanggal 3 Juli 2024 kode digital stamp DS: 0223-1738-7403-3639;
g. DIPA Petikan Satuan Kerja Pengadilan Agama Padang Panjang Revisi Ke-5 Nomor SP DIPA-005.01.2.401962/2024 tanggal 7 Agustus 2024 kode digital stamp DS:1429-4453-4646-1801;
h. DIPA Petikan Satuan Kerja Pengadilan Agama Sijunjung Revisi Ke-2 Nomor SP DIPA-005.01.2.401978/2024 tanggal 04 Juli 2024 kode digital stamp DS: 6396-9290-8591-0880;
i. DIPA Petikan Satuan Kerja Pengadilan Agama Koto Baru Revisi Ke-4 Nomor SP DIPA-005.01.2.401984/2024 tanggal 11 Juli 2024 kode digital stamp DS: 1504-6970-3730-4159;
j. DIPA Petikan Satuan Kerja Pengadilan Agama Muara Labuh Revisi Ke-4 Nomor SP DIPA-005.01.2.401990/2024 tanggal 11 Juli 2024 kode digital stamp DS: 8271-0607-9963-4999;
k. DIPA Petikan Satuan Kerja Pengadilan Agama Painan  Revisi Ke-4 Nomor SP DIPA-005.01.2.402004/2024 tanggal 4 Juli 2024 kode digital stamp DS:0331-4470-6327-1790;
l. DIPA Petikan Satuan Kerja Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Revisi Ke-6 Nomor SP DIPA-005.01.2.402029/2024 tanggal 7 Agustus 2024 kode digital stamp DS: 6700-5507-6244-7234;
m. DIPA Petikan Satuan Kerja Pengadilan Agama Talu Revisi ke-2 Nomor SP DIPA-005.01.2.402035/2024 tanggal 19 April 2024 kode digital stamp DS: 1432-0909-3306-5043;
n. DIPA Petikan Satuan Kerja Pengadilan Maninjau Revisi ke-3 Nomor SP DIPA-005.01.2.402041/2024 tanggal 9 Juli 2024 kode digital stamp DS: 4478-5404-8155-7402;
o. DIPA Petikan Satuan Kerja Pengadilan Payakumbuh Revisi ke-6 Nomor SP DIPA-005.01.2.402050/2024 tanggal 23 Agustus 2024 kode digital stamp DS: 4872-0566-4076-5034;
p. DIPA Petikan Satuan Kerja Pengadilan Lubuk Basung Revisi ke-5 Nomor SP DIPA-005.01.2.402613/2024 tanggal 22 Agustus 2024 kode digital stamp DS: 3061-6919-6088-7745.

2. Bersama ini diusulkan Revisi Anggaran dengan rincian sebagai berikut:
a. Jenis Revisi		      :Pergeseran anggaran dalam hal anggaran tetap dengan 
    tujuan optimalisasi belanja pegawai
b. . Satuan Kerja		:1.   Pengadilan Tinggi Agama Padang
2. Pengadilan Agama Solok
3. Pengadilan Agama Sawahlunto
4. Pengadilan Agama Pulau Punjung  
5. Pengadilan Agama Batusangkar
6. Pengadilan Agama Padang Panjang
7. Pengadilan Agama Sijunjung
8. Pengadilan Agama Koto Baru	
9. Pengadilan Agama Muara Labuh
10. Pengadilan Agama Painan
11. Pengadilan Agama Lubuk Sikaping
12. Pengadilan Agama Talu
13. Pengadilan Agama Maninjau
14. Pengadilan Agama Payakumbuh
15. Pengadilan Agama Lubuk Basung
c. Mekanisme Revisi: Pergeseran Anggaran dalam rangka memenuhi pagu minus Belanja Sewa Rumah Dinas Hakim antar satker dalam 1 wilayah yang sama rangka optimalisasi pada satker yang berlebih.
d. Alasan/pertimbangan yang menyebabkan dilakukan Revisi Anggaran adalah dari sisi perubahan kebijakan; 
3. Sebagai bahan pertimbangan dilampirkan berupa:
a. Permohonan Revisi Anggaran satker:
b. Matrik perubahan (semula-menjadi);
c. ADK RKA-K/L DIPA Revisi;
d. Surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kuasa Pengguna Anggaran;
e. Fotocopy DIPA awal dan Petikan DIPA setelah Revisi;
f. RKA-K/L sebelum dan sesudah Revisi
g. Surat Persetujuan Revisi dari Eselon I
Demikian kami sampaikan, atas pengesahannya diucapkan terima kasih.


Kuasa Pengguna Anggaran
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